
4

$1u.11,,.,,,,,,

att /"*" a?l;i-,/*

PERATURAN GUBERNUR PROVINS] DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOtuloR 22r TAHUX 2010

TENTANG

PENGUASMN PERENCANMN/PERUNTUMN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN PERINTIS KEI\4ERDEi<AAN (DARI JALAN
JENDEML AHMAD YANYBY PASS SAI\,4PAI DENGAN JALAN BEKASI RAYA),

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TlMUR-UIARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG (,4AHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Ir.'enimbang bahwa berdasarkan Kepulusan Gubernur Nomor 1578 Tahun 1987
telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang
Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintls
Kemerdekaan (darl Jakarta By Pass sampal Jalan Bekasi Raya cji
Kelurahan Kelapa Gadinq, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Koja, wilayah Jakarta Utara);

bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dirraksud dalam huruf a
sudah tidak sesuai dengan Peratufan Kepala Badan Pedanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 2007, sehingga perlu disernpurnakan;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud Calam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubcrnur yang
baru tentang Penguasaan Perenca naan/Pe au ntu ka n Bidang
Tanah untuk Pelaksanaan Pembanqunan/Pelebaran Ja an Perjntis
Kernerdekaan (dari Jalan Jenderal Ahmad Yani/By Pass sampai
dengan Jalan Bekasi Raya), Kota Adfninistrasj Jakada Timur,Utara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang Nomof 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaiar Tanah Tanpa lzin yang Befhak atau l(uasanya,

Undang-Uncjang Nomof 10 Tahun 2004 tentang Pembentul.ian
Peaaturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penlerintahan
Daerah sebagajmana telal'l beberapa kali diubah terakhir denlan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

[,4eng ingat
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5. Undang-Undan! Norror 29 Taltun 2007 teniang Pen-lerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakana sebaqai lbukota Neoara
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Peraiuran Presiden Nomof 36 Tahun 2005 tentang Pefgadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
sebagaimana teah diubah dengan Peraturan P.eslden Nomor 65
Tahun 2006;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraluran Presiden Nomor 36
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pe aksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;

Pefaturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Da am
Wiayah Daerah Khusus Ibukota Jakafta;

Peraturan Dae.ah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakada;

10- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisas
Perangkat Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSMN:

PERATURAN GUBERNUR'IENTANG PENGUASAAN PERENCANMN/
PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSAN,MN PEMBANGUNAN/
PELEBAMN JALAN PERINTIS KE]\4ERDEKAAN (DARI JALAN
JENDERAL AHMAD YANVBY PASS SAI\IPAI DENGAN JALAN BEKASI
RAYA), KOTA AD[,4INISTRASI JAMRTA TIMUR.UTARA.

Pasal '1

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan
Pembangunan/Pelebaran Jalan PerinUs Kemerdekaan (dari Jalan Jenderal
Ahmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasj Raya) di Kelurahan
Kayu Putih, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan pulo Gadung, Kota
Adminlstrasi Jakarta Timur, Kelurahan Kelapa Gading Baiat, Kelurahan
Kelapa Gading Timur, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa
Gading, Kota Adminjstrasi Jakada Utara, dengan lebar S0 (lirna puuh)
meter serta beberapa pelebaran pada tempat-tempat lertentu, yajtu pada
pedemuan/ persimpangan jalan sebagaimana dlelaskan dengan tanda
garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1:1.000 te.difi darl B
(delapan) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 1366/T,U/ppSl(DTRr(2o10,
aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakada.

Pasal 2

Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, rnerupakan dasar bagi Dlnas pekerjaan Umunt
Provinsi DKI Jakarta uniuk membebaskanhengosonEkan dan menganrankan
tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tjdak langsung dari
bangunan, hunian seda benda-benda yang berada di atasnya untuk
pelaksanaan pernbangunan dan mensoslajisasikan peraturan Gubernur
ini sesuai ketentuan Peraturan Perundanq-undanqan.



Pasal 3

Peraturan Gubernuf ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali perpanjangan paling
lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belurn selesai

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta agar
mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
serta lnslansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Kepulusan Gubernur
Nomor 1578 Tahun 1987 tentang Penguasaan Perencanaan/
Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran
Jalan Perintis Kemerdekaan dari Jakarta By Pass sampai Jalan Bekasi
Raya di Kelurahan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Koja Wilayah Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berLaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratufan Gubernu. ini dengan penempatannya dalam Bedta Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakada
pada tanggal 27 Desenber 2010

{
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 201i

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAMRTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 19550826197601 1001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IBUK9TA JAKARTA,


